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Menimbang : a.

QANUN: ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA
GUBERNUR ACEH,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding
(MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk
menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan
dan bermartabat bagi semua,-para pihak bertekad untuk menciptakan
kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat &iWujudkan melalui

suatu proses yang .demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

bahwa bentana dapat menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat
dan pemerintah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, oleh
karenanya perlu dilakukan upaya mencegah atau memperkecil akibat
bencana serta melindungi masyarakat sesuai dengan cita-cita MoU
Helsinki 15 Agustus 2005;

bahwa Aceh secara geografis, geologis, hidrologis, klimatologis dan
demografis terletak pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan
penanggulangan bencana;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah Aceh menjadi

penanggung jawab dalam penanggulangan bencana Aceh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang
Penanggulangan Bencana;
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Mengingat :

i

10.

11,

22

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1103);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana.{Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah- Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta
Lembaga Internasiomal dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam
Penanggulangan “Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama
Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Aceh Nomor 03);

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Aceh
Nomor 18);

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh
Nomor: 20);

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Aceh Nomor 21);
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12, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan

Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);

Dengan persetujuan bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ganun ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah adalah Presiden, Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan “Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Aceh adalah daerah’ provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat
hukum yang. bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat “setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dalam_'sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.

Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagal suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-
masing. :

Pemerintahan  kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing,
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6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang
terdiri atas gubernur dan perangkat Aceh.

7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu
proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan

kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat
kabupaten/kota.

9. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah kabupaten/kota yang dipilih
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

10.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah
unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.

11.Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat
DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang
“anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

12.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam danfatau faktor nonalam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, ( kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.

13.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkalan peristiwa yang. disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunamizgunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,
dan tanah langsor.

14.Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi dan wabah penyakit.

15.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik™ sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan
perbuatan lain yang meresahkan masyarakat.

16.Penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat
pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang
diselenggarakan secara koordinatif, konprehensif, serentak, cepat, tepat
dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.

17.Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi
ancaman bencana.

18.Keslapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang
tepatguna serta berdayaguna. |

19.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan
sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya
bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

20.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,

baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana.
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